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| MADE SUTIKA

Abstrak

Pemerintah daerah dikenal dengan adanya perang&edtddimana perangkat daerah provinsi terdiri atas
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas dadeahlembaga teknis. Sedangkan untuk daerah kednipata
perangkat daerahnya terdiri atas sekretariat daseltretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknésatia
kecamatan dan kelurahan. Dimana setiap perangkaalildersebut mempunyai hubungan yang sangat amat d
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkamdadmyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan peateri
daerah yang tentunya harus sesuai dengan perapgramdang-undangan yang berlaku.Dari uraian yang
dikemukakan dalam latar belakang masalah di atasidauk mempermudah pembahasan mengenai judul yang
penulis teliti, maka dapat dirumuskan beberapa psatahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah bentuk
komunikasi politik anggota DPRD kabupaten Badunggd® konstituennya di daerah pemilihannya?. 2. Apa
saja hasil dari reses anggota DPRD kabupaten Badangan konstituennya di daerah pemilihannya?. Dan
tujuan dari penelitian ini adalah Untuk melatihi dilalam usaha menyatakan pikiran ilmiah tertulisiDa
beberapa uraian yang telah dipaparkan, maka dgfereésimpulan bahwa bentuk dari komunikasi anggota
DPRD Kabupaten Badung Fraksi PDI Perjuangan adadatunikasi langsung yang bisa terjadwal dan tidak
terjadwal melalui kegiataan formal maupun non fdre@ngan langsung turun ke masyarakat terbawah dan
konstiuennya di daerah pemilihannya pada khusudagekabupaten badung pada umumnya, agar bisa taggsu
untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan di amakgt dan isi yang sedang berkembang di masyarakat
baik itu dalam persoalan sosial kemasyarakatamhletan masyarakat, pendidikan masyarakat, sertaudain
yang berkembang bisa juga terkait infrastrukturgb@an wilayah dengan menyerap langsung aspiragi 3da
di masyarakat.
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. PENDAHULUAN

Ekonomi dan desentralisasi kekuasaan dari pusaadeeplaerah untuk mengelola maupun mengantur
pemerintahan didaerahnya masing-masing, masyasstampat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam
pengelolaan daerahnya itu sendiri. Peran serta ralesty setempat sangat berpengaruh sekali terhagap |
perkembangan daerah dan juga jalannya pemerintidraebut.Sebuah aspek penting dalam proses transisi
Indonesia menuju demokrasi adalah reformasi dirgjdketatanegaraan yang dijalankan melalaui perubaha
konstitusi Indonesia, yaitu Undang-undang Dasarakedrepublik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Dalam
mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah tenthagpas diatur dalam suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undamdgang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah
Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD menupakaingan kerja yang kedudukannya setara dan
bersifat kemitraan, artinya bahwa diantara lembpg@erintahan daerah tersebut memiliki kedudukarg yan
sama atau sejajar dan tidak saling membawahi.Addpjuan dibentuknya Undang-Undang pemerintahan
daerah ini adalah agar daerah dapat secara maretigielenggarakan pemerintahan daerah dalam mergatur
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut deasmi dan tugas pembantuan dalam sistem dan jprinsi
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanakdidadalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonessia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) Negarauess&epublik Indonesia dibagi atas daerah-daamhinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kebupaten daa, kyang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kadta i
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengdangrundang.Pasal 18 ayat (2) pemernitahan daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dargorus sendiri urusan pemerintahan menurut asaerot
dan tugas pembantuan.Dari ketentuan
Pasal tersebut diatas pemerintahan daerah temfiripgmerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau
Walikota dan perangkat daerah serta DPRD menumad atonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipaNegesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirdaksu
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia T&t845. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 120 ayafarfl(2) dinyatakan bahwa:
(1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekisgtalaerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, darbdga
teknis daerah.
(2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atsetariat daerah, sekretariat DPRD, dinas dadeathaga
teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.



Pemerintah daerah dikenal dengan adanya perang&edtddimana perangkat daerah provinsi terdiri atas
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas dadeahlembaga teknis. Sedangkan untuk daerah kednipata
perangkat daerahnya terdiri atas sekretariat daselretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknésatia
kecamatan dan kelurahan.Di dalam Pasal 40 UndauigitgnNomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah ditegaskan bahwa DPRDmerupakan lembagaakiaw rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutigem dzasal 41 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggar
dan pengawasan.

Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang 32Mmafn04 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut
diatas, DPRD mempunyai fungsi salah satunya adaalgawasan.Kegiatan pengawasan bukanlah tujuan dari
suatu kegiatan pemerintah, akan tetapi sebagdi sata sarana untuk menjamin tercapainya tujusakpehaan
suatu perbuatan atau kegiatan.Perbuatan tercelg géakukan oleh aparat pemerintah tendensinya akan
menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena pedoutersebut. Demi keadilan perbuatan yang demikian
pasti tidak dikehendaki adanya.

Sebagai fungsinya dalam pemerintahan anggota dgwanmempunyai beban tanggung jawab terhadap
masyarakat atau konstituen di daerah pemilihanngaldm baik itu tanggung jawab politik dan tanggysawvab
moral terhadap masyarakat di daerah pemilihanrsygah reses di Indonesia lazim dikenal di DPR-$®dang
bagi DPRD baru tahun PP No. 25 Tahun 2004 ini mencakan istilah reses. Meski reses itu masa istirah
selama masa itu para anggota DPR tetap melaksahadastugasnya sebagai wakil rakyat diluar geddPRB-

RI. Dalam PP No. 1 Tahun 2001 tidak ditemukanaktiteses.Peserta reses bisa terdiri atau selueateel
masyarakat antara lain: Camat, TNI/Polri, Pimpifarskesmas, Dinas Jawatan, Lurah/Kades/Perangkat Des
dan Kepala Dusun, Kelompok Masyarakat, Organisaditi® Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Tokoh
Pemuda, LSM, Ormas, Organisasi Kemasyarakatan,n3ag@ Kemasyarakatan Pemuda (OKP), dan Majelis
Taq'lim.Kegiatan reses sekurangnya meliputi 4 talmapyaitu: Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah
penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuas;ré&enjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan
Sekretariat DPRD; Pelaksanaan Reses; dan RappuReripelaporan hasil reses.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas pdettésik untuk melakukan penelitian mengearz@lisis
bentuk komunikasi politik anggota DPRD kabupaten Badung fraksi PDI Perjuangan dengan
konstituennya pada masa r eses pada tahun 2017.

I METODE PENELITIAN

Kerangka konseptual merupakan suatu kesatuan HKexrapgmikiran yang utuh dalam rangka mencari
jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalalelipan yang menjelaskan tentang variabel-variabel,
hubungan antara variabel-variabel secara teoatig yoerhubungan dengan hasil penelitian yang tahdatang
kebenarnya dapat diuji secara empiris. Sedangkeanglka operasional penelitian yang memberikan imési
cara mengukur variabel. Variabel adalah objek ylaedentuk apa saja yang ditentukan oleh penelitgde
tujuan untuk memperoleh informasi agar bisa ditad&tu simpulan.

Jenis dari penelitian ini adalah ka#f sedangkan metodenya adalah deskriptif aisalisnis Penelitian
kualititatif adalah untuk memahami fenomena tentapg yang dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secarastiblidan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-klan
bahasa pada konteks khusus yang dialami denganmfeatican berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6).

Lokasi penelitian adalah tempat dinen@eorang peneliti melakukan penelitian atau térdpanana
penelitian itu dilakukan atau dilaksanakan. Persamtakasi penelitian dimaksudkan untuk memperseropitg
lingkup penelitian sehingga orientsinya dapat dibiatlan terarah. Dalam penelitian ini penulis memgh
Lokasi Penelitian di Kantor Sekretariat Dewan Pdilaa Rakyat Kabupaten Badung Pusat Pemerintahan
Kabupaten Badung - Mangupraja Mandala, yang tdeleiaJl. Raya Sempidi No.43, Sempidi, Mengwi,
Kabupaten Badung, Bali karena dari pengamatan jgediuapangan untuk bisa bertemu dengan anggoetarde
secara terjadwal bisa langsung ke kantor sekretdgigan itu sendiri.

Sumber data penelitian adalah subjekrdana data diperoleh (Arikunto, 2002 : 129). Sundsa yang
penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah sundata primer yaitu kata-kata dan tindakan oraag®
yang diamati atau diwawancarai (Moleong, 2007 :182j sumber data sekunder data tertulis yang digum
seperti buku literatur yang berkaitan dengan jymtuelitian..

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berlstiaig, berbagai sumber, dan menggunakan
sumber primer dan sumber sekunder. Sumber dateeprtialah sumber data yang langsung memberikan



kepada pengumpul data, dan sumber data sekundepakan sumber yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data” (Sugiyono, 2008: 308). Tekming dilakukan untuk pengumpulan data pada

penelitian ini yaitu Teknik observasi, Teknik wawara, Teknik kepustakaan, serta Teknik dokumentasi.

Dalam penelitian ini apabila ada data yaipgrukan sudah terkumpul, baik melalui observasiwancara,

kepustakaan dan dokumentasi kemudian dilakukangbeingn dan menganalisis data tersebut secaradkifalit
karena data yang diperoleh dalam proses pengumpuiaieentidaklah dapat diukur secara statistika $gjain
diperlukan ketajaman naluri dan perasaan.Langkdarpe, yang dilakukan dalam penelitian ini adalehgan
membuat catatan-catatan mengenai data yang didegalui teknik pengumpulan data yang telah dibatu
direncanakan. Langkah kedua, setelah data diperbdta dibuat deskripsi tentang semua data agarlahasa
yang diteliti tersebut semakin terlihat jelas deenghn jelasnya permasalahan penelitian dapat ni@aku
rekonstruksi atau perbaikan seperti halnya pemhuaiasep, mentabulasi data, mencari hubungan st
yang ada, melakukan interpretasi data terhadapubetiata yang diperoleh.Langkah ketiga, dengan coése
data dengan permasalahan yang ingin diketahui jamafa, dalam artian mencari jawaban dari apa yang
menjadi permasalahan dalam penelitian ini, sehintggeat dibuatkan kesimpulan dari hasil penelitiarsendiri
dan kesimpulan tersebut nantinya menjadi hasilrgidnielitian ini.

1. HASIL PENELITIAN

Bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh angggdewan harus bisa menciptakan keadaan yang
kondusif dan bagus serta bisa menyerap aspirasaaspang ada dan berkembang di msyarakat bai#tatam
hal sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-laim panyerapan aspirasi itu bisa dilakukan saat ristisahat
sidang anggota dewan yaitu saat masa reses anggotn agar bisa dimasukan dalam pokok-pokok pikiran
dewan yang nantinya bisa menjadi acuan bagi petafrinntuk menentukan kebijakan-kebijakan atau
rancangan peraturan yang akan dibuat untuk keggmtimasyarakat banyak.

Pendapat anggota dewan mengenai hasil dari resgahadntuk tujuan adalah menyerap aspirasi
daripada keinginan yang ada di masyarakat terbaygaly nanti akan kita perjuangkan di dalam persidang
untuk bisa direalisasikan segala bentuk aspirestleit oleh pemerintah kepada masyarakat.

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilktn oleh anggota dewan ini dalam bentuk komunikgsipun
bisa melakukan penyerapan aspirasi yang nantinga tibawa dan diperjuangkan di dalam persidangan di
DPRD agar bisa menentukan apa yang akan menjadamgan APBD untuk tahun berjalan atau tahun
berikutnya dan juga untuk bisa menentukan kebijakearg tepat yang akan dikeluarkan oleh pemeringatyy
bisa berdampak positif bagi masyarakat banyak desta mewujudkan masyarakat adil damai dan semhter
serta bisa juga untuk mewujudkan kabupaten badelri baik dan lebih baik lagi melalui penataan letten
yang terus dan bekelanjutan serta tetap bersidergian semua lapisan masyarakan tanpa membedaabedak

Penarikan simpulan dan analisis peaelithi adalah bentuk dari komunikasi anggota DeRarwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Badung Fraksi PDI Perjuanmala masa Reses tahun 2017 bentuknya sangat
beragam tetapi lebih condong mengedepankan komairskaara langsung dengan masyarakat agar leb# jel
dan nyata mengetahui persoalan yang ada di masyataiutama dengan konstituennya sehingga mampu
menyerap aspirasi dengan lebih baik dan dituangkaalam hasil reses yang akan dibawa ke DPDR dan bi
menjadi pokok-pokok pikiran Dewan yang selanjutriyiga dimasukan kedalam rancangan APBD sidang
berikutnya dan diperjuangkan agak segera bisa jedvapa yang menjadi aspirasi di masyrakat terutama
konstituen di daerah pemilihannya.

V. SIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah dipegraralam bab-bab sebelumnya, maka diperoleh simpula
sebagai bentuk dari komunikasi anggota DPRD KaleupBadung Fraksi PDI Perjuangan adalah komunikasi
langsung yang bisa terjadwal dan tidak terjadwalahae kegiataan formal maupun non formal dengan
langsung turun ke masyarakat terbawah dan konsty@emi daerah pemilihannya pada khususnya dan
kabupaten Badung pada umumnya, agar bisa langsotugy mengetahui apa yang menjadi persoalan di
masyarakat dan isi yang sedang berkembang di nasaaik itu dalam persoalan sosial kemasyarakatan
kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, $sut&su lain yang berkembang bisa juga terkait
infrastruktur penataan wilayah dengan menyerap slamg aspirasi yang ada di masyarakat.Melalui
penyerapan aspirasi langsung yang ada di masyanakdinya hasilnya bisa dituangkan kedalam kegiatan
Dewan.



Hasil dari kegiatan reses anggota Dewanahdsémua serapan aspirasi dari masyarakat yangpitey
oleh anggota dewan yang akan dibawa ke dalam peigh di DPRD yang nantinya juga akan bisa menjadi
pokok-pokok pikiran dewan yang bisa diajukan mehnjadcangan APBD tahun berjalan atau tahun berjeutn
untuk menjadi acuan serta patokan juga bagi petaéridalam menentukan kebijakan yang akan berdampak
bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga agarm&aujudkan semua aspirasi yang ada di masyarakiat pa
umumnya yang akan bisa mewujudkan masyarakatdzdilai dan sejahtera.

Adapun saran yang disampaikan dalam pexelini adalah diharapkan komunikasi
yang terjadi antara anggota DPRD denga para koentiya bisa berlangsung selalu dengan
baik dan menjadi komunikasi yang bisa menjembatsasyarakat dengan pemerintah agar
pemerintah juga bisa selalu tahu isu-isu atau abyding berkembang di masyarakat.
Disamping itu diharapkan komunikasi yang terjaliantinnya antara anggota DPRD dan
kosntituennya bisa lebih berkembang luas lagi tithakya denga konstituen di daerah
pemilihannya pada khususnya tapi bisa mencakuplasegpek dan lapisan masyarakat di
wilayah kabupaten badung agar semua masyarakat thisa dan mengerti bagaimana
hubungan antara eksekutif, legislatif dan masyarkiaupaten badung terjalin dengan baik.
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